WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN

PROVINSI MALUKU UTARA

KEPUTUSAN WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN

NOMOR 1.4 TAHUN 2019

TENTANG

PENETAPAN PENGURUS DAN PENYIMPAN BARANG DILINGKUNGAN
PEMERINTAH DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN TAHUN ANGGARAN 2019

Menimbang

Mengingat

—

WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN,

bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tidore Kepulauan
Tahun Anggaran 2019 dan Pengelolalaan Barang Milik
Daerah perlu menetapkan Pengurus dan Penyimpan
barang dilingkungan Pemerintah Daerah Kota Tidore
Kepulauan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota
tentang Penetapan Pengurus dan Penyimpan Barang
Dilingkungan Pemerintah Daerah Kota Tidore Kepulauan
Tahun Anggaran 2019;

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang
Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten
Halmahera  Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula,
Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan
di Provinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4264);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2003 Nomor 47, Tambahan lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4286) ;

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4400) ;



10.

Menetapkan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4438);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4593)

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Daerah Kota Tidore Kepulauan Nomor
Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kota Tidore Kepulauan Tahun Anggaran 2018
(Lembaran Daerah Kota Tidore Kepulauan Tahun 2017
Nomor ).

MEMUTUSKAN:

KESATU : Penetapan Pengurus dan Penyimpan Barang Dilingkungan
Pemerintah Daerah Kota Tidore Kepulauan Tahun Anggaran
2019, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : I. Pengurus Barang sebagaimana dimaksud dalam diktum
KESATU, mempunyai tugas sebagai berikut:

a.

b.

Menginventarisir barang-barang yang berada pada
masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah;
Menerima, menyimpan dan memuat daftar inventaris
barang;

Meneliti kualitas/spesifikasi dan jumlah barang;



KETIGA

KEEMPAT

d. Melakukan penelitian dan pemeriksaan atas

pelaksanaan pengadaan barang/jasa.

II. Penyimpan Barang sebagaimana dimaksud dalam diktum
KESATU,mempunyai tugas sebagai berikut:

a.

b.

Menerima, menyimpan dan menyerahkan barang milik
Daerah ke unit pemakai;

Mencatat secara tertib dan teratur penerimaan barang,
pengeluaran barang dan keadaan persediaan barang ke
dalam buku/kartu barang;

Menghimpun seluruh tanda bukti penerimaan barang
dan pengeluaran/penyerahan secara tertib dan teratur
sehingga memudahkan mencarinya apabila diperlukan
sewaktu-waktu terutama dalam hubungan dengan
pengawasan barang;

Membuat laporan mengenai barang yang diurusnya
berdasarkan Kartu Persediaan Barang apabila diminta
dengan sepengetahuan atasan langsung;

Melakukan  perhitungan barang (stock opname)
sedikitnya setiap 6 (enam) bulan sekali, yang
menyebutkan dengan jelas jenis jumlah dan keterangan
lain yang diperlukan, untuk selanjutnya dibuatkan Berita
Acara perhitungan barang yang ditandatangani oleh
penyimpan barang.

Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini
dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kota Tidore Kepulauan Tahun Anggaran 2019.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tidore
pada tanggal 2 Januari 2019

WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN,

%'

ALI IBRAHIM



